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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 135/Permentan/OT.140/12/2013 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN 
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERTAN IAN REPUBLI K INDONESIA, 

Kementerian Pertanian Rl 

a. bahwa berdasarka n lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 telah ditetapkan Akuntabilitas lnstansi 
Pemerintah; 

b. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana diatur da lam Peraturan 
Menteri Pertan ian Nomor 31/Permentan/ OT.140/3/2010 tenta ng Pedoman Sistem Pemantauan, 
Evaluasi dan Pelaporan Pembagunan Pertanian dalam perkembangannya perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan untuk 
mewujudkan kinerja Kementerian Pe rtani an yang dapat dipertanggungjawabkan dan dicapa i 
secara efektif, efi sien dan transparan perlu menetapkan Pedoma n Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Kementerian Pertan ian ; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ke uangan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenda haraa n Negara {Lembara n Negara 
Repub lik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Ke uangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perenca naan Pembangunan Nasional 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Re ncana Kerja Pemerintah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nom or 
4405); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor40Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 4664); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Ke uangan dan Kinerja lnstan si 
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republi k Indonesia Nomor 4614); 
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Memperhatikan 

Menetapkan 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Re publik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178); 

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 

10. Peraturan Presiden Nom or 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organ isasi Kementerian 
Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Ta hun 2010- 2014; 

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142); 

13. Peraturan Presiden Nom or 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-
2025; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 83.1/ Permentan/RC. 110/12/2011 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pertanian 2010-2014; 

15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT. 140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Pertanian; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/ OT.140/3/2010 tentang Pedoman Sistem 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembagunan Pertanian; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M .PAN/11/2008 tentang 
Pedoman Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 
2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilita s Kinerja lnstansi 
Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 92/Permentan-OT.140/12/2011 tentang Pedoman Pengukuran 
lndikator Kinerja Kementerian Pertan ian Tahun 2010-2014; 

20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/ OT.140/8/2012 tentang lndikator Kinerja 
Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014; 

21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabili tas Kinerja lnstansi Pemerintah; 

lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas lnstansi Pemerintah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 
KEMENTERIAN PERTANIAN . 

Pasal1 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian sebagaimana te rcantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagia n tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 
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Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 sebagai dasar hukum dan acuan bagi unit kerja Eselon-1, unit kerja Eselon 
II dan UPT Pusat lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, akuntabel, 
dan transparan. 

Pasal 3 

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada anggaran masing-masing unit kerja Eselon I 
lingkup Kementerian Pertanian. 

Pasal4 

Pad a sa at Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/Permentan/OT.140/3/2010 tentang Sistem 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian sepanjang mengatur Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 5 

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tangggal, 31 Desember 2013 

MENTERI PERTANIAN 

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 

2. Menteri Dalam Negeri; 

3. Menteri Keuangan; 

4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasionai/Kepala BAPPENAS; 

5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 

6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian; 

7. Pimpinan Unit Kerja Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian; 

8. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Kementerian Pertanian; 
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LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK 
INDONESIA 

Pendahuluan 

NOMOR : 135/Permentan/OT.140/12/2013 
TANGGAL : 31 Desember 2013 

PEDOMAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi 
setiap pemerintahan untuk mewujudkan tujuan se rta cita-cit a bangsa dan negara . Untuk itu 
diperlukan pengembangan dan penera pan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur, 
transpa ran dan akuntabel sehingga penyel enggaraa n pemerinta han dan pembangunan dapat 
berlangsung secara berdaya guna, berhasi l gu na dan taat pada peraturan perundangan . 

Upaya tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Perwakila n Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998tentang Penyelenggara Negara yang 
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Da lam Ketetapan Majeli s Permusyawaratan 
Perwakilan Rakyat tersebut, khususnya pada Pasal 2 dijelaskan penyelenggara negara pada 
lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya 
dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk 
menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, 
dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek koru psi, kolusi, dan nepotisme. 

Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat tersebut telah 
ditindakla njuti dengan lnstruksi Presiden (In pres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja lnstans i Pemerintah (AKIP). lnpres dimaksud menginstruksikan untuk melaksanakan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebaga i wujud pertanggungjawaban instansi 
pemerintah da lam mencapai mis i dan tujuan organisasi. 

Setiap instansi pemerintah sebaga i unsur penyelenggara pemerintaha n negara untuk 
memperta nggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan 
sumber daya dengan didasarkan perenca naan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing 
instansi . Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan 
unit kerja, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas dan Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan. 

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bagian 
yang terintegrasi dengan penerapan anggaran berbasis kinerja (Performance-ba sed Budgeting). 
Perubahan dari line-item budgeting menjadi performance-based budgeting mengharus 
pemerintah untu kmenyusun a nggaran dengan mengacu padatarget kinerjayangaka n di 
pad a penganggaran sebelumnya hanya didasa rkan pad a incremental cost a tau ju llaJvJfiJfi. 
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meningkat berdasarkan persentase tertentu dibandingkan tahun sebelumnya, maka dalam 
performance-based budgeting seluruh anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. 
Artinya, setiap dana yang dikeluarkan harus dapat dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan. 

Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organ isasi tentu saja 
diperlukan suatu lndikator Kinerja Utama (IKU) yang terukur secara kuantitatif dan jelas batas 
waktunya . Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa IKU merupakim kunci dalam melaksanakan 
monitoring dan evaluasi kinerja, karena IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M . 
PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di Lingkungan lnstansi Pemerintah. 
Penetapan IKU ini merupakan sa lah satu langkah awal dalam menetapkan Rencana Kinerja 
Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen Penetapan 
Kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja 
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis. 

Kesulitan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah 
menjadi sala h satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, baik 
pemerintah pusat maupun daerah. Ukuran keberhasilan instansi pemerintah pusat dan 
daerah, selama ini masih berorientasi pada output dan be lum berorientasi pada outcome. Hal 
ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah pusat dan daerah sedang mengarah pada kualitas 
implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang memadai . 

Dalam konteks tersebut, instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah harus melakukan berbagai upaya pembenahan berkenaan dengan 
penetapan IKU. Hal demikian tentunya penting karena IKU dapat digunakan sebaga i pedoman 
dalam perencanaan jangka menengah dan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, 
pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, dan 
pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan progra m dan kegiatan . 

Dalam penerapannya, penggunaan IKU antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana 
Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) beragam dan 
tidak konsisten, sehingga pengukuran indikator kinerja sulit untuk dilakukan. 

Dalam rangka memandu bagi setiap unit kerja lingkup Kementerian Pertanian 
beserta jajaran di pusat dan daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi serta 
mempertanggungjawabkan hasilnya, dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian. 

Maksud 

Pedoman ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi unit kerja Eselon-1, unit 
kerja Ese lon II dan UPT Pu sat lingkup Kementerian Pertanian da lam penerapan SAKIP yang 
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran dan pemanta uan capaian kinerja, pelaporan, dan 
evaluasi kinerja. 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerj_a Kementerian Pertanian 
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Tujuan 

a. Memberikan arahan dan menyamakan persepsi se luruh unit kerja dan aparatur lingkup 
Kementerian Pertanian dalam pengelolaan dan pelaksanaan SAKIP 

b. Menerapkan perencanaan kinerja, pengukuran, pemantauan kinerja, pelaporan dan 
eva luasi kinerja secara efektif dan efisien 

c. Mewujudkan manajemen pembangunan pertanian secara akuntabel, transparan dan taat 
perat uran perundangan. 

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi: 

1. Pengelolaan 
2. Perencanaan kinerja 
3. Pengukuran dan pemantauan kinerja 
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja 
5. Capaian kinerja, evaluasi dan tindaklanjut 

D. PENGERTIAN 

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan : 

1. Sistem Akuntabiltias Kinerja lnstansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP dalah 
instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organ isasi. 

2. Akuntabilitas ada lah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau 
untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/ 
pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan 
unt uk meminta keterangan atau pertanggungjawaban . 

3. Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah yang se lanjutnya disebut AKIP adalah 
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

4. Kinerja lnstansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran 
ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi , misi, dan strategi instansi 
pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

5. Perencanaan Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun seca ra sistematis dan 
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada 
atau yang mungkin timbul. 
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6. Perencanaan Kinerja ada lah proses penetapan kegiatan tahunan dan indika tor kinerja 
berdasarka n program, kebijakan dan sasa ran yang telah ditetapkan dalam rencana 
strategis. 

7. Perencanaan Kinerja Tahunan adalah proses penyusunan rencana kinerja sebagai 
penjabaran dari tujuan, sasa ran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan . 

8. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut RKT ada lah dokumen hasil 
perenca naan kinerja tahunan. 

9. Penetapan Kinerja yang se lanjutnya disebut PK adalah tekad dan janji rencana kinerja 
tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang 
menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ 
tanggungjawab/kinerja . 

10. Pengukuran kine rj a adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat 
kinerja yang dicapai dengan standar, re ncana, atau t arget dengan menggunakan indikator 
kinerja yang telah ditetapkan. 

11. Pemantauan kinerja adalah sera ngkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja 
pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil pengukuran 
kinerja, dan (2) identifikasi, analisis se rta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan 
timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

12. Laporan Akuntabi litas Kinerja lnsta nsi Pemerintah yang se lanjutnya disebut LAKIP adalah 
dokumen yang berisi gambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara 
sistematik dan melembaga . 

13. Sasaran srategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah 

14. Strategi adala h cara mencapai tujuan dan sasa ra n yang dijabarkan ke dalam keb ijakan­
keb ijakan dan program-program (kebijakan dan program). 

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau leb ih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh 
instansi pemerintah. 

16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksa nakan oleh satu atau beberapa satuan 
kerja sebaga i bagian dari perencanaan sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), 
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa 
atau kesemua jenis sumber daya tersebut. 

17. Keluara n (output) ada lah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan . 

18. Hasil (outcome) adalah sega la sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari 
kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang 
tet,h ditetapkan. 

k (Impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonom i, lingkungan atau gan 
lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indika tor dalam suatu kegiatan . 
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20. lndikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan 
tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. 

21. lndikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasi lan dari 
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. 

22. Unit Pelaksana Teknis Pusat yang selanjutnya disebut UPT Pusat adalah unit organisasi 
di lingkungan Kementerian Pertanian yang memiliki dan mengelola sendiri sumber 
daya berupa sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana yang ada di 
lingkungannya. 





PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 
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SAKIP merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fu ngsi 
serta pengelolaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan dan program . AKIP sebagai 
suatu sistem mencakup komponen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan 
capa ian ki nerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja . 

Dalam SAKIP terdapat dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang 
sangat erat, antara Rencana Strategis, rencana kinerja dan penetapan kinerja . Rencana 
Strategis memberikan arah pembangunan organisasi jangka menengah, sedangkan RKT dan 
PK merupakan target dan komitmen kinerja yang akan diwujudkan pada suatu tahun tertentu . 

RKT merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, mem uat seluruh rencana atau 
target kinerja yang hendak dicapai da lam satu tahun yang dituangka n da lam sejumlah indikator 
kinerja strategis yang relevan. Sela njutnya RKT yang telah disesuaikan dengan ketersediaan 
alokasi anggaran dituangkan dalam suatu PK. Dokumen PK aka n dipertanggungjawabkan 
capaian kinerjanya dalam LAKIP. 

RPJM 

• 
1> Rencana Klnerja Tahunan (RKT) 

I 
• 

Rencana Kerja dan Anuaran (RKA) 
.......,...ICinerj. (PK) 

Klnerja Aktual 

LAKIP • 

t\eteronaan : _., • Prcman111uan 
. . . . . "" """"'nd.di~ H 

BAGAN-1 

Siklus sistem akuntabilitas ki nerja instan­
si pemerintah 
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Persyaratan dasar yang diperlukan dalam pengelolaan SAKIP agar berjalan dengan baik sebagai 
berikut: 

1. Mengacu pada sistem dan peraturan yang dapat menjamin penggunaan su mber - sumber 
daya yang konsisten dengan azas-azas umum penyelenggaraan negara yang di sepakati 
bersama 

2. Organisas i pengelola SAKIP yang memadai 
3. Komitmen pimpinan dan se luruh staf instansi yang bersangkutan 
4. Berorientasi pada pencapaian visi, misi, hasil dan ma nfaat yang diperoleh 
5. Penerapan SAKIP secara jujur, obyektif, transparan, dan akurat 
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang 

telah ditetapkan se rta keberhasilan lain yang dibanggakan 
7. Menerapkan sistem reward dan punishment yang konsisten. 

Pengelolaan SAKIP di lingkup Kementerian Pertanian mencakup pengorganisasian, 
tata hubungan kerja, dan koordinasi SAKIP yang didalamnya mencakup koordinasi penyiapan 
dokumen perencanaan kinerja, pengukuran dan pemantauan capaian kinerja, pelaporan, dan 
evaluasi kinerja . 

Dalam rangka memperlancar pengelolaan SAKIP lingkup Kementerian Petanian 
diperlukan sistem pengorgani sasian yang handal. Pengorganisasian ini merupakan wadah 
yang bersifat ad-hoc untuk menjalankan tuga s koordin asi pengelolaan SAKIP lintas Eselon-1. 

Struktur pengorga nisasian pengelolaan SAKIP diuraikan sebagai berikut: 

1. Pad a tingkat Kementerian Pertanian, organisasi pengelolaan SAKIP dibentuk Tim Pembina 
SAKIP dengan susunan keanggotaan terdiri atas: Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim 
Tekn is. 

a. Tim Pengarah dengan anggota para pejabat Ese lon-1 lingkup Kementerian Pertanian 
dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal. Tugas Tim Pengarah memberika n arahan dan 
kebijakan dalam pengelolaan SAKIP mulai dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran 
dan pemantauan capaian ki nerja, pelaporan, dan evalua si kinerja. 

b. Tim Pelaksa na dengan anggota terdiri atas Sekretaris lnspektorat Jenderal (ltjen}, 
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen}, Sekretaris Badan dan Kepala Biro/Pusat lingkup 
Setjen dan diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi Perencanaan. Tim Pelaksa na 
bertugas menindaklanjuti dan mengoperasionalkan arahan dan kebijakan Tim Pengarah, 
memberikan bimbingan dan pengendalian Tim Teknis, dan menyelenggarakan koordinasi 
pengelolaan SAKIP dalam penyusunan rencana kinerja, pengukuran dan pemantauan 
capaian kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja . 

c. Tim Teknis dengan anggota terdiri atas Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan 
dan yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan lingkup Kementerian Pertanian . Tim Teknis 
Bidang Perencanaan diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Tim 
Teknis Bidang Evaluasi diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi Evaluasi dan Tim 
Teknis Bidang Pelaporan diketuai oleh Kepala Bagian yang membidangi Pelaporan . 

d. Tim Pelaksana dengan anggota terdiri atas Sekretaris lnspektorat Jenderal (ltjen}, 
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen}, Sekretaris Ba dan dan Kepala Biro/Pusat lingkup 
Setjen dan diketuai oleh Kepala Biro yang membidangi Perencanaan. Tim Pelaksana 
bertugas menindaklanjuti dan mengoperasionalkan arahan dan kebijakan Tim Pengarah, 
memberikan bimbingan dan pengendalian Tim Teknis, dan menyelenggarakan koordinasi 
pengelolaan SAKIP dalam penyusunan rencana kinerja, pengukuran dan pemantauan 
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capaian kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja 

e. Kepala Bagian yang membidangi perenca naan bertugas menyusun perencanaan kinerja 
sedangkan Kepala Bagian yang membidangi Evaluasi dan Pelaporan bertugas melakukan 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja . 

f. Tim Teknis dalam menjalankan tugasnya berkonsultasi kepada Tim Pelaksana, sedangkan 
Tim Pela ksana berkonsultasi kepada Tim Pengarah. 

g. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Teknis bertanggung jawab dan wajib 
menyampaikan laporan seca ra berkala kepada Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim 
Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan 
laporan secara berkala kepa da Ketua Tim Pengarah . 

2. Pada tingkat Eselon-1, Eselon- 11 dan UPT Pusat dibentuk Tim Pengelola SAKIP dengan 
jumlah anggota dan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Struktur 
pengorganisas ian pengelolaan SAKIP Kementerian Pertanian tercantum pada Bagan 2. 

Tim Pengarah 

K~tt·tanpn .,.___._... • C••ls Koouha.~ 
• • • • • • PtngcndlllUin 

MEKANISME PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS 

Mekanisme pengelolaan SAKIP mencakup alur koordinasi pemantauan dan pengendal ian 
serta penyampaian dokumen hasil penyusunan renca na kinerja, pengukuran dan pemantauan 
capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja . 

Mengacu pada mekanisme birokra si di tingkat pemerintahan, maka un it kerja yang 
lebih tinggi melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan SAKIP secara berjenjang 
terhadap unit kerja dibawahnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hasil 
pemantauan dan pengendalian pengelolaan SAKIP dibahas dalam forum yang diselenggarakan 
Tim Pengarah, Tim Pe laksana dan Tim Teknis. 

Pelaporan dokumen hasil penyusunan rencana kinerja, pengukuran dan pemantauan 
capaian kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja disampaikan secara berjenjang mulai dari unit 
terbawah sampai dengan tingkat Kementerian Pertanian. 

BAGAN-2 

Pengorganisasian pengelolaan 
sistem akuntabilitas Ki nerja instansi 
pemerintah kementerian pertanian 
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Mekanisme pengelolaan sistem akunt­
abilitas kinerja instansi pemerintah 
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Mekanisme pengelolaan SAKIP yang mencakup: 
(1) alur pemantauan dan pengendal ian pengelolaan SAKIP serta 
(2) penyampaian pelaporan dokumen hasil penyusunan rencana ki nerja, pengukuran da n 
pemantauan capa ian ki nerja, pe laporan, dan evaluas i kinerja dapat dilihat pada Bagan-3 . 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

• 

Rencana Strategis, 
----- Rencana Kinerja Tahunan, 

Penetapan Kinerja 

Rencana Strategis, 

---- Rencana Kinerja Tahunan, 
Penetapan Kinerja 

Rencana Strategis, 
---- Rencana Kinerja Tahunan, 

Penetapan Kinerja 

Renca na Strategi s, 
----Rencana Kinerja Tahunan, 

Penetapan Kinerja 

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI 

Pengukuran, Evaluasi, LAKIP 
dan Tindaklanjut 

Pengukuran, Evaluasi, LAKIP 
dan Tindaklanjut 

Pengukuran, Evaluasi, LAKIP 
dan Tindaklanjut 

Pengukuran, Evaluasi, LAKIP 
dan Tindaklanjut 

Dalam pengelolaan SAKIP diperlukan tata hubungan dan koordinasi sesuai dengan jenis dan 
bentuk koo rdinasinya. Koordinasi penge lolaan SAKIP mencakup aspek hubunga n hierarki, 
hubungan fungs i koo rdinatif da n hubungan teknis fungsiona l seca ra rinci diuraikan sebagai 
berikut: 

1. Koord inasi Berdasarka n Hubungan Hierarki 

Guna mendukung pengelolaan SAKIP, perlu dipaha mi bentuk tata hubungan kerja dalam 
pe laksanaan pembangunan perta nian baik di pusat maupun daerah. Mengingat tugas dan 
tanggung jawab pimpinan instansi sebaga i penanggung jawab program/kegiatan, dimana 
pencapaian kinerja sesuai dengan kontrak penetapan kinerja cukup kompleks, maka 
dibutuhkan koordinasi secara hierarki. 

Dengan demikian, untuk mendukung kelanca ran pengelolaan SAKIP perlu koordinasi 
dan peningkatan jaringan kerja mela lui hubungan hierarki. Pad a mekanisme hubungan hierarki 
ini, Kementerian Pertanian sebagai pemegang kendali simpul koordinasi. Hubungan hierarki di 
tingkat pusat dilakukan secara berjenjang berdasarka n unit kerja yang ada mulai dari Tingkat 
Kementerian, Eselon-1, Ese lon- 11 dan UPT Pusat. 

Hubungan hierarki ini diperlukan mengingat program/kegiatan yang diemban 
Kementerian Pe rtan ian dan output se rta outcome da lam implementasinya dilaksanakan unit 
kerja terkait. Untuk itu koordinasi da lam hu bunga n hierarki da lam pengelolaan SAKIP ini 
mutlak diperlukan. 

Untuk itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh sat uan ke rja lingkup Ke menterian Pertanian 
harus dikelola, dipertanggungjawabkan serta dilaporkan secara berjenjang sesua i ketentuan 
berlaku . 
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2. Koordinasi Berdasarkan Hubungan Fungsi Koordinatif 

Dalam pengelolaan SAKIP dibutuhkan sinergis dalam perencanaan, pemantauan, pelaporan, 
dan evaluasi. Sebagai wujud pengelolaan SAKIP tersebut, dilakukan hubungan berdasarkan 
fungsi koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan provinsi dan kabupaten /kota dalam 
lingkup instansi sebaga i berikut : 

a. Dinas/Badan/Kantor Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup pertanian dengan 
Kemente rian Pertanian (Eselon 1) . 

b. UPT Daerah dengan Kementerian Pertanian (Eselon 1). 

c. UPT Daerah dengan UPT Pusat. 

Hubungan koordinasi ini merupakan upaya untuk mendukung pemantapan kinerja dari 
masing-masing instansi dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pertanian 

3. Koordinasi Berdasarkan Hubungan Teknis Fungsional 

Hubungan teknis fungsional dalam pelaksanaan pengelolaan SAKIP bertujuan untuk dapat 
memenuhi kaidah-kaidah akuntabi litas kinerja instansi. Kegiatan ini dirancang untuk 
mewujudkan kinerja yang lebih produktif dan menghasilkan produk secara efektif, efisien, 
dan berdaya saing. Wujud dari hubungan teknis fungsional tersebut, dilaksanakan melalui 
pembinaan teknis terhadap pelaksanaan SAKIP di lapangan antara lain: implementasi 
pelaksanaan kinerja, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja . 

Jenis hubungan teknis fungsional ini dilaksanakan berkoordinasi berdasarkan fungsi/ 
teknis yang sesua i, sehingga terjalin hubungan yang sinergi diantara fungsi/teknis yang sama . 

Guna meningkatkan ki nerja hubungan teknis fungsiona l diperlukan dukungan 
pembiayaan (shari ng budget) da ri berbagai pihak terkait dalam rangka optimalisasi 
pemanfaatan sumberdaya yang ada sehingga akan diperoleh hasil yang lebih nyata. 

D. PENGELOLAAN E-SISTEM AKUNTABILITAS 
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Mengacu sembi lan Langkah Percepatan Reformasi Birokrasi sebaga imana diamanatkan 
dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025, khususnya langkah kel ima disebutkan bahwa agar semua Kementerian/Lembaga 
mengembangkan e-government yang di dalamnya mencakup: e-planning, e-budgeting, 
e-procurement, e-performance, e-office maupun e-audit. Untuk itu Kementerian Pertanian 
telah menindaklanjuti langkah-langkah tersebut dengan mengembangkan berbagai website 
e-government. 

Selanjutnya dalam rangka menyebarluaskan data dan informasi serta memperlancar 
arus komunikasi dengan publik, seja lan dengan amanat pengembangan e-performance, serta 
mengacu pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
yang menyatakan agar setiap Kementerian/Lembaga menyebarluaskan informasi kinerja 
masing-masing kepa da publik. Menteri Pertanian telah melakukan launching pemanfaatan 
website SAKIP Kementerian Pertanian pada tanggal 30 Mei 2013 di Auditorium Kementerian 
Pertanian. Saat ini website SAKIP dapat diakses oleh publi k melalu i www.deptan.go.id/Sistem 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemeri ntah. 



GAMBAR-1 
Website e-sistem akuntabilitas kinerja 
instansi kementerian pertanian 
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Pada website ini disajikan berbagai informasi terka it SAKIP baik berupa regulas i, pedoman, 
protil maupun muatan dokumen serta informasi pend ukung, berita, artikel, pengumuman dan 
wadah konsultasi terkait SAKIP. 
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Selain informasi tersebut juga memuat dokumen SAKIP antara lain : Rencana Strategis, 
Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan LAKIP lingkup Kementerian Pertanian yaitu 
tingkat Kementerian, tingkat Eselon-1 maupun tingkat Eselon-11/UPT Pusat. Dokumen tersebut 
di -update oleh Biro yang membidangi perencanaan secara periodik disesuaikan dengan 
kebutuhan. Pad a website tersebut juga memuat capaian kinerja akuntabi litas kinerja instansi 
pemerintah, evaluasi capaian serta rekomenda si tindakl anjut. 

Capaian ki nerja yang dihasilkan oleh setiap unit kerja se lalu dipantau guna melihat 
sejauh mana tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang tertuang dalam 
dokumen Penetapan Kinerja . Tingkat capaian kine rja ini dipantau secara periodik sesuai 
dengan jadwal yang ditentukan. 

Pemantauan capaian kinerja di tingkat Kementerian Pertanian mencakup pemantauan : 
(1) capaian kinerja indikator makro pertanian yaitu: tingkat pertumbuhan Produk Domestik 
Bruto Pertanian, Neraca Perdagangan, Penyerapan Tenaga Kerja Pertanian, Nilai Tukar Petani 
(2) capaian kinerja produksi komod itas strategi s nasional. 

Pemantauan capaian kinerja di tingkat Ese lon-1 Kemente ri an Pertanian mencakup 
capa ian ti ngkat outcome pad a: (1) Direktorat Jendera l, (2) Bad an, (3 ) lnspektorat Jendera l, da n 
(4) Sekretariat Jenderal. 

Sedangkan untuk evaluasi dan tindak lanjut merupakan bagian yang san gat fundamental 
karena hasil dari evaluasi dan tindak lanjut ini akan menjadi umpan ba lik pada perbaikan 
dalam perencanaan, perbaikan dalam pelaksanaan maupun dalam pen ingkatan kinerja secara 
keseluruhan. 

Secara rinci menu evaluasi dan tindak lanjut berisi mengenai : (1) Daftar rekomendasi 
eva luasi LAKIP dari Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Bi rokras i, jen is tin dak 
lanjut yang di lakukan oleh Kementer ian Pertanian terhadap rekomendasi, dan progress 
capaian tindak lanjut tersebut; (2) Daftar rekomendasi dari lnspektorat Jenderal Ke menterian 

- J>An::.,na.an terhada p kinerja seluruh Eselon l lingkup Kem enterian Pertanian, serta tindak lanjut 
dari setiap rekomendasi. Eva luasi dan tindaklanjut dilakukan juga terhadap 

Akuntabilitas Kiner'a Kementerian Pertanian 
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rekomendasi yang tertuang dalam dokumen LAKIP. Hal-hal yang menjadi kesimpulan dan 
saran dari LAKIP terus dicermati, ditentukan rencana tindaklanjut, pelaksanaan tindaklanjut, 
se rta pantauan progress tindak lanjutnya . 
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PERENCANAAN KINERJA 

Dalam SAKIP, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar 
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global, dan tetap berada 
dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republ ik Indonesia (NKRI) . 

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat 
visi , misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta lampiran rencana 
strategis . Sistematika penulisan Rencana Strategis Kementerian, Eselon-1, Eselon-1 1/UPT Pusat 
tercantum pada formulir 1 s.d. 6. 

1. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Pasa l15 ayat (1) dan Pasa l19 ayat (2), menetapkan bahwa setiap Kementerian wajib menyusun 
Rencana Strategis Kementerian (Rencana Strategis Kementerian/Lembaga) untuk menjamin 
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 
se rta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan 
berkelanjutan. Di samping itu, lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah, pada Dikt um Kedua menyatakan setiap instansi Pemerintah 
sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program 
utama yang akan tercapai selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan . Untuk itu, 
Kementerian Pertanian, Eselon I, Eselon II, dan UPT Pusat wajib menyusun Rencana Strategis . 

Fungsi Rencana Strategis kementerian sangat penting karena merupakan pedoman 
bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (satu tahun) yang meliputi Rencana 
Kerja (Renja) Kementerian dan Rencana Ke rja dan Anggaran (RKA) Kementerian. Rencana kerja 
dan Rencana Kerja Anggaran ini merupakan format dokumen keuangan untuk mengantarkan 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang 
disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pidato Kenegaraan di depan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada tanggal16 Agustus setia p tahunnya. 

Rencana Strategis Kementerian Pertanian ditetapkan melalui Peraturan Menteri 
Pertanian yang memuat visi, mis i, tujuan, sa sara n, strategi, kebijakan, lndikator Kinerja Utama, 
target dan rencana pendanaan tahunan program dan kegiatan yang ada di unit bawahnya 
se lama jangka waktu lima tahun . Formu lir penyusunan Rencana Strategis Kementerian 
tercantum pada formulir-1 dan 2. 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerjd ~ 
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2. Rencana Strategis Eselon-1 

Rencana Strategis Eselon-1 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian . 
Rencana Strategis ini menjadi acua n penyusunan rencana kinerja tahun an Eselon-1, se rta 
penyusunan Rencana Strategis Eselon-11/UPT Pusat . Rencana Strategis Eselon-1 memuat 
visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, lndikator Kinerja Utama, target dan rencana 
pendanaan tahunan program dan kegiatan yang ada di unit bawahnya selama jangka waktu 
lima tahun dalam menjalanka n t ugas dan fungsi. Rencana Strategis Eselon-1 ditetapkan oleh 
Pimpinan Unit Kerja Ese lon I. Penyusu nan Rencana Strategis Eselon-1 tercantum pada formulir 
3 dan 4. 

3. Rencana Strategis Eselon-1 1/UPT Pusat 

Rencana Strategis Eselon-11/UPT Pusat merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Eselon-1. 
Rencana Strategis ini menjadi acuan penyusunan rencana kinerja tahunan Eselon-11/UPT Pu sat. 

Rencana Strategis Eselon-11/UPT Pusat memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 
kebijakan, lndikator Kinerja Utama, target dan rencana pendanaan kegiatan selama jangka 
waktu lima tahun da lam menjalankan tugas pokok dan fungsi. 

Rencana Strategis Eselon-11/UPT Pusat ditetapkan oleh Pimpinan Unit Kerja Ese lon II/ 
UPT Pusat. Penyusunan Rencana Strategis Eselon-11/UPT Pusat tercantum pada formulir 5 dan 
6. 

Penyusunan Ren cana Strategis masi ng-masing unit kerja harus mengacu pada Rencan a 
Strategis pada tingkat lebih tinggi. Dengan adanya hierarki penyusunan dokumen Rencana 
Strategis ini diharapkan ada kese larasan dan keterka itan secara berjenjang antara Rencana 
Strategis yang satu dengan Rencana Strategis turunannya. Dokumen Rencana Strategis 
kem enterian, Rencana Strategis Eselon-1 dan Rencana Strategis Eselon-11 /UPT Pusat haru s 
berorientasi, selaras dan mengutamakan azas pemanfaatannya . Dokumen ini menjadi acuan 
dalam penyusu nan perencanaan tahun an yang mencakup Renca na Kinerja Tahunan dan 
Penetapan Kine rja . Penyampaian dokumen Rencana St rategis mengacu pada Tabel-1. 

Mengingat perkembangan dinami ka lingkungan strategis yang berubah, maka perlu 
dila kukan reviu Rencana Strategis secara periodik sesuai kebutuhan. Bi lamana berdasarkan 
hasil reviu diperlukan perubahan, maka bisa dilakukan revisi Renca na Strategis sepanjang 
tidak bertentangan dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan amanat reformasi birokrasi dan reformasi perencanaan dan penganggaran, 
masing-mas ing instansi pemerintah da lam memulai proses perencanaan sampai pada tingkat 
eva luasi agar berbasis pada kinerja. Untuk melaksanakan perencanaan berbasis kinerja 
tersebut, diperlukan perangkat pendukung yang dapat digunakan sebagai standar pengukura n, 
diantaranya penetapan lndikator Kine rj a Utama (IKU}. Peneta pan IKU ini mencakup indikator 
kinerja outcome maupun output dari masing-masing organ isasi. IKU ditetapkan dalam rangka 
mendukung kegiatan di suatu organisasi guna mempermudah pertanggungjawaban hasilnya 
sesua i denga n tujuan da n sasaran strategis organisasi tersebut . 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M . 
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PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan lndikator Kinerja Utama, tujuan dari 
ditetapkannya IKU adalah: 
a. Untuk memperoleh informasi kinerja utama bagi setiap instansi dalam menyelenggarakan 

manjemen kinerja secara baik; 
b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasara n 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 
kinerja . 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, IKU adalah 
ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap lnstansi 
Pemerintah wajib menetapkan IKU secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk 
masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. IKU instansi pemerintah harus selaras antar 
tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). IKU 
pad a tingkat Kementerian sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (outcome) sesuai dengan 
kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing , IKU pad a unit kerja setingka t Eselon I adalah 
indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari ke luaran 
(output) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II Satuan 
Kerja unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (output) . 

Dengan ditetapkannya IKU, maka digunakan untuk penyusunan dokumen, antara lain : 

a. Perencanaan jangka menengah; 
b. Perencanaan tahunan; 
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja; 
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja; 
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan 
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. 

Dengan ditetapkannya IKU (Key Performance Indicators) seca ra formal dalam suatu 
lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan 
diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik se rta diperolehnya 
ukuran keberhasilan 
dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 
perbaikkan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja . Perlunya ditetapkan indikator­
indikator kinerja adalah agar terdapat proses yang wajar yang digunakan baik oleh para 
pelaksana dan pimpinan dalam mengelola program/kegiatan organisasi instansi agar mencapai 
hasil atau berkinerja tinggi. Logika pentingnya indikator kinerja in i dapat dijelaskan mulai dari 
pentingnya pengukuran kinerja sampai pada hal-hal yang rinci dalam mengelola organisasi 
secara umum agar berjalan efektif dan efisien. Hal ini dapat dimulai dari pentingnya mengukur 
dan mengetahui kinerja dan hasil kinerja sendiri. 

Selanjutnya setiap instansi (tingkat Kementerian Pertanian, Ese lon-1 maupun Eselon-
11/UPT Pusat) pada saat menyusun Perencanaan Kinerja yang mencakup : (1) Perencanaan 
Jangka Menengah, (2) Rencana Kinerja Tahunan, dan (3) Penetapan Kinerja, agar memuat 
IKU sebagai indikator kunci yang menentukan tingkat keberhasilan kinerja instansi. IKU ini 
menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 
suatu tahun tertentu. Dengan adanya IKU di da lam dokumen perencanaan kinerja tersebut, 
maka turut mempermudah dalam melakukan proses pengukuran dan pemantauan kinerja, 
pelaporan akuntabilitas kinerja, maupun evaluasi kinerja insta nsi. Kementerian Pertanian agar 
menyusun IKU dari indikator kinerja pada tingkat Kementerian, Ese lon-1, Esel on-11 sampa i pada 
tingkat UPT Pusat. 
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Tujuan ditetapkan IKU Kemente rian Pertanian sebagai berikut: 

a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan 
manajemen kinerja secara baik; 

b. Untuk memperoleh uku ran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan 
peningkatan aku ntabi litas kinerja; 

c. Sebagai perwujudan penerapan "prinsip penganggaran berbasis kinerja"; 

d. Sebagai acuan bagi perencana, pelaksana, evaluator dan auditor dalam menjalankan 
tugasnya terkait sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

e. IKU selaras dengan tingkatan organisasi (tingkat Kementerian/Lembaga minimal outcome/ 
impact, tingkat Eselon-1 indikator outcome, tingkat Eselon-11 / Unit Pelaksana Teknis Mandiri 
indikator output); 

f. IKU membedakan dengan jelas indikator antara utama/penting dan pendukung. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara 
yang bersih dan bebas dari ko rupsi, kolusi dan nepotisme dan lnstruksi Presiden Nomor 7 
Tahun 1999 tentang Akuntabil itas Kinerja lnstansi Pemerintah mewajibkan kepada setiap 
instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntab ilitas Kinerja lnstansi sebaga i wujud 
pertanggungjawabannya dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, sa lah satu kegiatan yang 
harus di lakukan adalah menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis 
tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan tahunan, diantaranya Rencana Kinerja 
Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) . 

Perencanaan kinerja tahunan merupakan penjabaran kegiatan tahunan dan indikator 
kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis. 
Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut, disamping memuat penjabaran kegiatan 
tahunan dan lnd ikator Kinerja Utama, juga memuat rencana aksi kegiatan dan gambaran 
tentang eval uasi ca paian kinerja dari masi ng-masing target pertahunnya yang tertuang dalam 
bentuk narasi. 

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari beberapa tingkatan yang terdiri dari: 
Rencana Kinerja Tahunan Kementerian, Rencana Kinerja Tahunan Ese lon-1, RKT Eselon-11/UPT 
Pus at. 

1. Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan 

Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan dilakukan secara berjenjang mulai dari unit 
kerja yang paling rendah hingga un it kerja Eselon-1 kepada Menteri terkait dan Menteri kepada 
Presiden. Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan dila kukan sesua i ketentuan yang disajikan 
pada Tabel-1. 



-__ 

1. Rencana Strategis (Renstra) 

a. Rencana Strategis Kementrian 
Pertanian 

b. 

c. 

Rencana Srategis Eselon - I 

Rencana Strategis Eselon - II 

dan Rencana Strategis Upt 
Pusan 

2. Rencana Kerja Tahunan 

a. 

b. 

c. 

Rencana Kinerja Tahunan 

Kementrian Pertanian 

Rencana Kinerja Tahunan 
Eselon · I 

- Rencana Kinerja Tahunan 
Eselon - II 

· Rencana Kinerja Tahuna n 
UPT Pusat 

3. Penetapan Kinerja (PK) 

1 .......... 

Biro Perencanaan 

Eselon - I 

Eselon - 11/UPT Pusat 

Biro Perenca naan 

Eselon - II 

Eselon - 11/UPT Pusat 

a. Penetapan Kinerja Kementrian Biro Perencanaan 

b. 

c. 

Pertanian 

Penetapan Kinerja Eselon - I 

Penetapan Kinerja Ese lon · II 
dan Penetapan Kinerja UPT 
Pusat 

Eselon -1 

Eselon - 11/UPT Pusat 

· Menteri Pertanian 
• Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional 
• Menteri Keuangan 
- Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor­
masi Birokrasi 

- M enteri Pertanian 
- Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional 

- Menteri Keuangan 
- Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor­
masi Birokrasi 
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-.Miif!K ;l $ I 

Setelah Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 
diterbitkan 

Setelah Rencana St rategis 
Kementerian Pertanian 
diterbitkan 

- Menteri Pertanian Setelah Rencana St rategis 
• Pimpinan Unit Kerja Eselon • I Eselon-1 diterbitkan 

- M enteri Pertanian 

- Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional 

- Menteri Keuangan 
- Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor­

masi Birokrasi 

- Menteri Pertanian 
- Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional 

- Menteri Keuangan 
· Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor· 
masi Birokrasi 

30 Maret (t-1) 

25 Maret (t-1) 

- Menteri Pertanian 20 Maret (t-1) 

- Pimpinan Unit Kerja Eselon - I 

- Menteri Pertanian 
- Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional 

• Menteri Keuangan 
- Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor­
masi Bi rokrasi 

• Menteri Pertanian 

- Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional 

· Menteri Keuangan 
- Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Refor· 

masi Birokrasi 

- Menteri Pertanian 

- Pimpinan Unit Kerja Eselon · I 

31 Maret (t) 

15 Februari (t) 

31 Januari (t) 

2. Format penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 

Secara umum penyusunan RKT berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target dari 
masing-masing indikator kinerja dimaksud. Format RKT dapat terdiri dari: 

(1) Narasi yang berisikan bab pendahuluan, bab arah kebijakan pembangunan pertanian, bab 
perencanaan program dan kegiatan serta bab penutup, 

(2) Lampiran Rencana Kinerja Tahunan . 
Sistematika Penulisan RKT dan dokumen RKT tingkat Kementerian, Eselon-1, Eselon-11 serta 

TA BEL-1 

Jenis dan waktu penyampaian dokumen 
Renstra, RKT dan PK 
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UPT Pusat tercantum pada formulir 7-12. 

a. Rencana Kinerja Tahunan Kementerian Pertanian 

RKT Kementerian ini merupakan dokumen rencana tahunan sebagai penjabaran dari 
Rencana Strategis Kementeria n yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan targat 
dari masing-masing indikator ya ng akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingku p Eselon- 1. 
lndikator kinerja yang tertuang dalam RKT harus memenuhi kriter ia indikator kinerja yang baik 
serta memuat IKU dengan Iampi ra n RKT sebaga imana tercantum pada formulir 7 dan 8. 

b. Rencana Kinerja Tahunan Ese lon-1 

RKT Kementerian in i merupakan dokumen RKT sebagai penjabaran dari Rencan Strategis 
Kementerian dan Rencana Strategis Eselon-1 yang te rdi ri dari Sa sa ran Strategis, IKU dan Target 
dari masing-masing indikator yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja di lingkup Eselon-1 
dengan lampira n RKT sebaga imana pada fo rmu lir 9 dan 10. 

c. Rencana Kinerja Tahunan Ese lon-11/UPT Pusat 

RKT Eselon-11/UPT Pusat ini merupakan dokumen re ncana tahunan sebagai penjabaran dari 
Rencana Strategis Eselon-1 dan Renca na Strategis Eselon-11/UPT Pusat yang terdiri dari Sasaran 
Strategis, IKU dan Target dari masing-masing indikator yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja 
dengan Iampi ran RKT sebaga imana tercantum pada formulir 11-12. 

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji RKT yang akan dicapai antara pimpinan instansi 
pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan pihak yang memberi tuga s. Penetapan 
Kinerja menggambarkan capaian ki nerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit 
kerja da lam suatu tahun tertentu dengan mempertim ba ngkan sumber daya yang dikelolanya. 

Penetapan Ki nerja disusun mengacu sesua i pad a dokumen RKT dan kesediaan anggaran 
pada ta hun yang bersangkutan. Penetapan Kinerja merupakan kesanggupan dari penerima 
mandat untuk mewujudkan kinerja sesua i ya ng direncanakan. Penetapan Ki nerja harus 
memuat IKU dan pagu anggaran yang tersedia. Penetapan Kinerja harus menggambarkan 
target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fu ngsi. 

Kementerian menyusun Penetapan Ki nerja tingkat kementerian negara dan 
ditandatangani oleh Menteri . Unit organisasi Eeselon-1 menyusun Penetapan Kine rja tingkat 
un it organisasi setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani 
oleh pimpinan unit organisasi selaku pihak pertama (penerima tugas/mandat) dan Menteri 
lembaga selaku pihak kedua (pemberi tugas/mandat) . Satuan ke rja dan unit kerja eselon II/ 
UPT pusat menyusun Penetapan Kinerja setela h menerima dokumen pelaksa naan anggara n 
dan ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja se laku pihak pertama (penerima tugas/ 
mandat) dan pimpinan unit organisasi selaku piha k kedua (pemberi tugas/mandat). 

Menteri menyampaikan dokumen Penetapan Kinerja kepada Presiden melalui Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi se lambat- lambatnya 3 (tiga) 

setelah tahun anggaran berjalan. 
•-f~""''II~Jam penyusunan dokumen Penetapan Kine rja agar memperhatikan: 



(a) Kontrak kinerja antara Presiden dengan Menteri; 
(b) Dokumen perencanaan jangka menengah; 
(c) Dokumen perencanaan kinerja tahunan; 
(d) Dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran. 
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Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instans i pemerintah 
untuk: (a) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 
{b) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah; 
(c) Menilai keberhasilan organisasi. 

1. Penyampaian Penetapan Kinerja 
Penyampaian Penetapan Kinerja dilakukan secara berjenjang mulai unit kerja yang paling 
rendah hingga unit kerja Eselon-1 kepada Menteri terkait dan Menteri kepada Presiden . 
Penyampaian Penetapan Kinerja mengacu pada Tabel-1. 

2. Format Penetapan Kinerja 
Secara umum format Penetapan Kinerja terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu {1) Pernyataan 
Penetapan Kinerja; dan {2) Lampiran Penetapan Kinerja . Pernyataan Penetapan Kinerja 
merupakan pernyataan kesanggupan pimpinan instansi/unit kerja penerima tugas 
kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu. Pernyataan 
ditandatangani oleh penerima tugas, sebagai tanda kesanggupan untuk mencapai target 
kinerja yang telah ditetapkan, dan pemberi tugas atau atasan langsungnya sebagai tanda 
persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan tersebut. Dalam hal atasan tidak setuju 
dengan target kinerja yang diajukan, pernyataan tersebut harus diperbaiki hingga kedua 
pihak sepakat. 

3. Penetapan Kinerja Kementerian Pertanian 
Penetapan Kinerja Kementerian menggambarkan capaian kinerja unit kerja Kementerian 
yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu 
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya . Format Penetapan Kinerja 
Kementan mengacu format 13 dan 14. 

4. Penetapan Kinerja Eselon-1 

Penetapan Kinerja Eselon-1 menggambarkan capaian kinerja unit kerja Eselon-1 yang 
akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan 
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya dengan format 15 dan 16. 

5. Penetapan Kinerja Eselon-11/UPT Pusat 

Penetapan Kinerja (PK) Eselon-11/UPT Pusat menggambarkan capaian kinerja unit kerja 
Eselon-11/UPT Pusat yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu 
tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya, dengan format 17 
dan 18. 

Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinera Kementerian Pertoni 
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PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN KINERJA 

P.ENGUKURAN KINERJA 

Kementerian Pertanian sebagai salah satu Kementerian yang menjadi percontohan dalam 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara komprehensif, antara lain dengan melengkapi 
perangkat-perangkat dalam penganggaran berbasis kinerja, yang mencakup: 

{1) penjabaran peta kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sesuai penyempurnaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; 

{2) penetapan Standar Pelayanan Minimal {SPM) bidang Pertanian; 

{3) penjabaran tugas dan fungsi ke dalam rencana kerja beserta indikator kinerja dan 
pengukurannya; dan 

{4) Penetapan Standar Biaya Keluaran {SBK) bidang pertanian. Keberadaan standar baku 
pengukuran indikator kinerja merupakan elemen yang sangat penting da lam pengukuran 
kinerja . 

Pengukuran kinerja yang didasarkan pada ind ikator kinerja yang terstandardisasi 
akan mampu menghasilkan hasil evaluasi kinerja yang relevan dan reliable sebagai bahan 
pertimbangan perencanaan selanjutnya. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik 
dengan adanya standar baku pengukuran indikator kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat 
efektivitas dan efisiensi pencapaian output dan outcome yang dihasilkan suatu kegiatan/ 
program. Standar baku tersebut mencakup: teknis dan metode pengukuran kinerja, cara 
pengukuran, waktu pengukuran maupun sumber data . 

Hasi l pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil 
tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi 
untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

1. Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian 

Pengukuran Kinerja Kementerian Pertanian mencakup: IKU {impact atau outcome) yang 
terdapat pada Penetapan Kinerja dan capaian kinerja strategis lainnya . Pengukuran kinerja 
dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan. Pengukuran dilakukan oleh Sekretariat Jenderal 
dengan menggunakan data dari Eselon-1 terkait . Pengukuran Kinerja dilakukan dengan 
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target 
menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja . 

Metode pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan dengan cara: {1) memn'""' """' 
capaian kinerja dengan target tahun berjalan, {2) membandingkan capaian Kmer-tiH:m 
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berjalan dengan tahun sebelumnya, dan {3) membandingkan capa ian kinerja tahun berjalan 
dengan target renstra tahun berja lan. lnd ikator kinerja di Kementerian Pertanian antara lain: 
(1) indikator makro pertanian; pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pertanian, 
neraca perdagangan, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN), penyerapan tenaga kerja serta Nila i Tukar Petani (NTP) dan (2) capaian 
produksi komoditas strategis. 

2. Pengukuran Kinerja Eselon-1 

Sesuai pedoman da lam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), setiap ese lon I 
mempunyai satu program dan nama program mencerminkan nama eselon I, sehingga di 
lingkup Kementerian Pertanian memi liki 12 program . Sela njutnya program pembangunan 
pertanian yang dilaksanakan oleh unit Ese lon-1 dijabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk 
kegiatan yang mencerminkan tugas dan fungsi unit Ese lon-11 yang berada di bawahnya . 

Ukuran keberhasilan Eselon-1 dalam menjalankan program diukur kinerjanya dalam 
bentuk outcome. Sebaga imana diketa hui bahwa outcome merupakan hasi l dari berfungsinya 
output yang telah dilaksanakan unit kerja Eselon-11. Pengukuran capaian kinerja Eselon-1 
dilaksanakan secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan) tergantung 
indikator yang diuku r. 

Pengukuran capaian kinerja di lakukan dengan membandingkan antara realisasi da n 
target yang ditetapkan da lam Penetapan Kinerja Eselon-1. Pengukuran ini dilakukan oleh unit 
kerja yang membidangi Eva luasi dan Pelaporan di masing-masing Eselon-1. 

3. Pengukuran Kinerja Eselon-11/UPT pusat 

lndikator Output dijabarkan dalam kegiatan masing-masing Eselon-11/UPT Pusat yang ada di 
masing-masing unit kerja Eselon-11/UPT Pusat di lingkup Kementerian Pertanian. 

Ukuran keberhasi lan Eselon-11/UPT Pusat dalam menjalankan kegiatan diukur capaian 
kinerjanya pada leve l indikator output . Pengukura n capa ian kinerja Eselon-11/UPT Pusat 
dilaksanakan secara periodik (bula nan, triwulanan, semesteran dan tahunan) tergantung jenis 
indikator yang diukur. 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi da n 
target yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Eselon-11/UPT Pusat. Pengukuran ini dilakukan 
oleh unit kerja yang menangani Eva luasi dan Pelaporan di masing-masing Eselon-11/UPT Pusat. 

Pemantauan kinerja dilaksanakan guna melihat tingkat capaian kinerja sebagaimana yang 

B. PEMANTAUAN KINERJA 

tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja. Pemantauan Kinerja ini dilakukan menyajikan 
data dan informasi kinerja secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 

Hasil pemantauan digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja, mengambil 
tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi 
untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

1. Pemantauan Kinerja Kementerian 
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Pemantauan kinerja di tingkat Ke menterian Pertanian mencakup: (1) lnd ikator Makro pertanian 
seperti: pertumbuha n Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian, Neraca Perdagangan, Nilai 
Tukar Petan ian (NTP) dan (2) capaian produksi komoditas pertanian strategis nasional. 

2. Pemanta uan Kinerja Eselon-1 

Pemantauan kinerja di tingkat Eselon-1 mencakup: IKU Eselon-1 pada level outcome dan 
ind ikator kinerja lainnya pada unit kerja masing-masing. 

3. Pemantauan Kinerja Eselon-11/UPT Pusat 

Pemantauan kinerja di tingkat Eselon-11/UPT Pusat mencakup: IKU output dan indikator kinerja 
lainnya pada masing-masing Eselon-11/UPT Pusat. 

Pelaksanaan pemantauan dilaksanakan setiap bu lan, semester dan ta hunan sesuai kebutuhan. 
Setela h dilakukan Pemantauan, hasil pemantauan akan diunduh di www.deptan .go.id/SAKIP, 
yang merupakan website penge lolaa n SAKIP Kementerian Pertanian . 
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PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses 
pembangunan . Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan 
akurat ke pada pemangku kepentingan/pimpinan sebagai bahan pengambilan keputu san 
sesua i dengan kondisi yang terja di serta penentuan kebijakan yang rel evan. 

Laporan akutabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi 
pertanggungjawaba n kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis 
insta nsi.lnstru ksi Presiden Repub lik Indonesia (lnp res) Nomor 7 Tahun 1999, mengharuskan 
ke pada Kementerian/Lembaga untuk membuat Laporan Akuntabi litas Kinerja lnstansi 
Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada 
publik dan Presiden. LAKIP merupakan sa lah satu kompon en dalam Sistem Akuntab ili tas 
Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang dapat dijadikan cerm inan aku ntabi litas kinerja 
suatu instansi da lam rangka pencapaia n sasara n yang dilaksanakan dalam bentuk program 
dan kegiatan yang telah diteta pkan . 

LAKIP menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan melalu i 
penerapan SAKIP. Dalam implementasi pelaksanaan program yang dilakukan instansi 
pemerintah telah menggunakan sumberdaya publik (public resources), sehingga 
pertanggungjawa ban sumberdaya publik tersebut merupakan kunci dari proses 
pengelolaan nega ra serta meru paka n elemen yang utama bagi demokrasi yang sehat. 
Terkait dengan hal tersebut, piha k legislatif, eksekutif dan masyarakat sangat ingin 
mengetahu i, apakah pe layanan instansi pemerintah kepada masyarakat telah dilaksa nakan 
seca ra efi sien, efektif, ekonomis serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Tujuan penyusunan LAKIP adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
bekepentingan (pemberi mandat/ amanah dan publi k) tentang vis i dan misi organisasi, 
serangkaian tujua n dan sasaran yang hendak dicapa i, serta tingkat pencapaia n sasaran­
sasaran tersebut melalu i program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan 
tujuan tersebut, dapat di katakan bahwa LAKIP adalah pintu masuk untuk penilaian SAKIP 
suat u instansi, karena mela lui informasi yang tersaji dalam LAKIP, didapatkan gambaran 
secara utuh mengenai pelaksanaan SAKIP suatu instansi mulai dari perencanaan kinerja, 
penguku ran ki nerja, dan eval uasi kinerj a. 

Hasil LAKIP harus dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti untuk kemudian di sampaikan 
ke pada pihak-pihak yang berkepentingan. Evaluasi LAKIP Ese lon-1 dan Ese lon -11 dilakukan 
oleh lnspektorat Jenderal, sedangkan eva luasi LAKIP Kementerian Pertanian dilakukan 
oleh Kemente rian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Bi rokrasi. 

Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yai tu laporan 
harus disusun secara juj ur, obyektif, akurat dan transparan. Di samping itu, perlu pula 
diperhatika n: 

1. Prinsip lingkup pertanggungjawaban. Hal-ha l yang dilaporkan harus proposional 
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lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dan memuat baik mengenai 
kegagalan maupun keberhasilan. 

2. Prinsip prioritas adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan 
pertanggungjawa ban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya. 

3. Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besa r daripada biaya penyusunannya, 
dan laporan harus mempunyai manfaat bagi peningkatan pencapaian kinerja. Dalam 
hubungan itu, pe rl u pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, 
tepat waktu, dapat dipercaya, (diandalkan, mudah dimengerti jelas dan cermat), da lam 
bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tid ak kontradiktif antar bagian), berdaya 
banding tinggi (reliable), berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat, dan mengikuti 
standar laporan yang ditetapkan . 

Komponen yang harus diperhatikan dalam penyusunan LAKIP antara la in: 

1. LAK IP harus dibuat berdasa rkan lndikator Ki nerja Utama, Rencana Strategis, RKT dan PK. 

2. Masing-masi ng instansi/unit kerja harus menjabarkan Rencana Strategis dalam bentuk 
RKT. 

3. LAKIP harus dapat melaporkan kinerja sasara n dan kegiatan dalam rangka upaya 
mewujudkan tercapainya visi, misi dan tujuan instansi. 

4. Rencana Strategis, RKT dan PK sebagai bahan dasar penyusunan LAKIP, harus disusun 
secara konsisten, komprehensif, reali sitis dan mempunya i hubungan yang logis antar 
varia bel baik di dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja . 

Mengingat LAKIP merupakan laporan yang menginformas ikan kinerja instansi terhadap 
keseluruhan dari aktivitas yang dilakukan oleh insta nsi yang bersangkutan, sehingga dala m 
penyusunannya akan melibatkan semua unsur unit ke rja yang ada di lingkungan instansi yang 
bersangkutan. 

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi ro krasi Nomor 29 Tahun 2010, tanpa 
mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Format LAKIP ini dimaksudkan 
untuk mengurangi perbedaan isi dan cara penyajian yang dimuat dalam LAKIP sehingga 
memudahkan pembandingan ataupun evaluasi aku ntabilitas yang harus dilakukan. 

Penyusunan LA KI P harus dilandasi dengan pengertian dan kesa daran bahwa laporan 
akan dapat bermanfaat bagi terwujudnya pemerintahan yang baik, pemerinta han yang 
bersih, dan produktivitas di lingkungan instansi pemerintah. Mengingat LAKIP merupakan 
media pertanggungjawaban dan juga menjadi bahan evaluasi untuk meni lai kinerja insta nsi 
pemerintah, maka LAKIP harus dibuat secara tertulis dan disampaikan tepat waktu . 
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B. PENGORGANISASIAN PENYUSUNAN LAKIP 

1. Pengorgan isasian penyusunan LAKIP diatur sebagai berikut: 

a. LAKIP UPT Pusat, disusun oleh Tim yang terdiri atas unsur pejabat/pelaksana lingkup 
UPT Pusat yang bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah peja bat di UPT Pusat 
tersebut ya ng menangani eva luasi dan pelaporan. 

b. LAKIP Eselon-11, disusun oleh Tim yang terdiri atas unsur pejabat/pelaksana lingkup 
Eselon- 11 yang bersangkuta n. Penanggungjawabnya adalah pejabat di lnspektorat/ 
Direktorat / Ba dan/Biro/Pusat yang menangani evaluasi dan pe laporan . 

c. LAKIP Eselon-1, disusun oleh Tim yang terd iri atas unsur pejabat/pelaksana lingkup 
Eselon-1 yang bersangkutan. Penanggungjawabnya adalah peja bat di Sekretariat pada 
Sekretariat Jenderal/lnspektorat Jenderai/Direktorat Jenderai/Badan . 

d. LAKIP Kementerian, disusun oleh Tim yang terdiri atas unsur pejabat/pelaksana 
Ese lon-1 lingkup Kementerian Perta nian. Penanggungjawabnya adalah pejabat di 
Sekretariat Jenderal yang membidangi tugas evaluasi dan pela poran . 

Apabila dipandang perlu, tim kerja dan penanggung jawab LAKIP dimaksud dapat 
berkonsultasi dengan Tim Pembina SAKIP Kementerian Pertanian atau Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi . Konsu ltasi dimaksud dengan 
memberitahukan terleb ih dahulu secara lisan maupun tertulis. 

2. Jen is dan Waktu Penyampaian LAKIP 

Penyampaian LAKIP dilakukan seca ra berjenjang mulai unit ke rja yang paling rendah hingga 
unit kerja Eselon-1 kepada Menteri terkait dan Menteri kepada Presiden. Penyampaian LAKIP 
oleh setiap instansi pemerintah maupun unit kerja dilakukan dengan ketentuan sebaga i 
berikut : 

a. LAKIP UPT Pusat disampaikan kepada Pejabat Eselon-1 induk organisasinya dengan 
tembusan disampaikan kepada lnspektur Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat 
tanggal 31 Janua ri tahun berikutnya. 

b. LAKIP Unit Kerja Eselon-11 disam paikan kepada Pejabat Eselon-1 yang bersangkutan dengan 
tembusan disa mpaikan kepada lnspektur Jenderal Kementerian Pertanian pa ling lambat 
tanggal 31 Januari tahun berikutnya. 

c. LAKIP Unit Ke rja Eselon-1 disampaikan kepa da Menteri Pe rtan ian dengan tembusan 
kepada lnspektur Jenderal Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 15 Februari 
tahun berikutnya. 

d. LAKIP Kemente rian Pertanian disampa ikan kepada Pres iden dan Wa kil Presiden dengan 
tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan 
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan paling lambat tanggal 15 Maret 
pada tahun berikutnya. 
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c. LAKIP Eselon - II dan 

LA KIP UPT Pusat 

3. Format dan lsi LAK IP 

Eselon - 11 / U PT Pusat Eselon - I 31 Januari (t+ l) 

Ko mponen yang harus diperh ati ka n dalam penyusuna n LAKIP antara lain: 

a. LAKIP harus dibuat berdasarkan lnd ikator Kinerja Uta ma, Renca na Strategis, RKT dan PK. 
b. Masing-masing instansi/unit kerja harus menja barkan Rencana St rategis dalam bentuk 

RKT. 
c. LAKIP harus dapat melaporkan kinerja sasara n dan kegiatan dalam rangka upaya 

mewujudkan terca pai nya visi, misi dan tuju an instansi. 
d. Renca na Strategis, RKT dan PK sebagai bahan dasar penyusuna n LAKI P, harus disusun 

secara kon sisten, komprehensif, rea lisitis dan mempunyai hubungan yang logis antar 
va ri a bel baik di dalam Rencana Strategi s maupun Rencana Kerja . 

Secara umum format LAKIP terd iri dari empat bab ya itu: 
{1) Pendahulua n, 
{2) Pe rencanaan da n Penetapan Kinerja, 
{3) Akuntabi litas Ki nerja dan 
{4) Penutup. 

LAKIP menyaj ika n uraian tentang kin erja instansi pemeri nta h dalam arti keberhas il an 
dan kegagalan penca pa ian sa sara n dan tujuan instansi pemeri ntah. LAKIP juga perlu 
memasukan hubunga n antara anggaran negara yang di bela njakan dengan hasil atau ma nfaat 

yang diperoleh. 

Fo rmat sistematis penyusunan LAKIP t erca ntum pada Form ulir 19. 

a. LAKIP Kemente ri an Pertania n 

LAKI P menyaj ikan ura ian tenta ng kinerja instansi pemerintah da lam arti keberhasilan dan 
kegaga lan pencapa ian sasa ran dan tujuan instans i pemerinta h. Di samping itu, perlu juga 
dimasukkan da lam LA KIP aspek keuanga n yang secara langsung mengka itkan hubungan antara 
anggaran nega ra yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. 

Pada LAKI P tingkat Kem enterian memuat aspek-aspek sebaga i berikut : 

1. LAKI P Kementerian melaporka n pencapaian tujuan/ sasa ran strateg is yang bersifat hasil 

{outcome) 

2. LAKIP Kemente ri an, bu kan meru paka n kompilasi dari LAKIP unit kerja Eselon ·I. 

3. LAKI P Kementerian dibuat berd asarkan hasi l pengukuran kinerja {sasa ran dan kegiat an) 
dari pelaksanaa n RKT yang ditetapka n sebagai ukuran keberh asilan kinerj a Kementeri an. 
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b. LAKIP Eselon-1 

LAKIP Eselon-1 melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasi l (outcome) 
dan atau keluaran (output) penting. LAKIP Eselon-1 bukan merupakan rekapitulasi unit kerja 
Eselon-11. LAKIP dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan RKT yang 
ditetapkan sebagai uku ran keberhas ilan kinerja unit kerja Eselon-1. LAKIP Eselon-1 memuat 
seluruh kegiatan yang dilaksanakan sendi ri, termasuk Kegiatan Utama yang didanai dari 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 

c. LAKIP Eselon-11/UPT Pusat 

LAKI P Eselon-11/UPT Pusat melaporkan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat 
kelua ran (output) penting dan ata u keluaran (output) lainnya. LAKIP Ese lon-11/UPT Pusat 
dibuat berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan RKT yang ditetapkan sebagai 
ukuran keberhasilan kinerja unit kerja Eselon-11/UPT Pusat tersebut. LA KIP Eselon-11 mencakup 
kegiatan yang dialokasikan sendiri termasuk kegiata n utama yang didanai dari Dekonsentrasi 
dan Tugas Pembantuan. 

LAK IP UPT Pusat, merupakan hasil kinerja yang sesua i dengan tugas dan fungsinya serta 
tugas lainnya yang diberikan, berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari pelaksanaan Rencana 
Kinerja Tahunan. 

C. MANFAAT LAKIP 

Laporan Akuntabilitas Kinerja dimanfaatkan untuk: 

1. Bahan eva luasi akuntabil itas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. 
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang. 
3. Penyempurnaa n pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. 
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan . 
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CAPAIAN KINERJA, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

Evaluasi terhadap A KIP sa n gat penting dan harus dilaksanakan oleh eva luator secara profesional 
dan penuh tanggungjawab. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan stimulasi bagi 
para pejabat instansi pemerintah untuk t erus beru sa ha menyempurnakan praktek-praktek 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan 
fungsi -fungsi manajemen yang berbasis kinerja seca ra taat azas dan berkelanjutan. 

Para eva luator diharapkan membantu dan memfasilitasi perbaikan proses-proses 
pengambilan keputusan baik pada tingkat perumusan kebijakan publik, perencanaan dan 
penganggaran, pengelolaan sumberdaya dan dana, sistem pengendalian manajemen, serta 
peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. 

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah 
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana 
pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan 
di masa yang akan datang. Fokus utama eva luasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil 
(outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena 
itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan 
indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi; (1) indikator 
masukan, (2) indikator keluaran, dan (3) indikator hasil/manfaat. 

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang 
berbeda, yaitu; 

a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu eva luasi dilakukan sebelum 
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan 
skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah 
dirumuska n sebelumnya; 

b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dila kukan pada saat 
pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan 
rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; 

c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pe laksanaan (ex-post), yaitu eva luasi yang dilaksa nakan 
setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian 
(keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingi 
dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan 
masukan), efektivitas (ha si l dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak 
terhadap kebutuhan) dari suatu program. 
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Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta 
objektif insta nsi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran 
kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaia n kinerja sesuai dengan kriteria masing­
masing komponen yang ada . 

Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut : 
a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu : (1) komponen,(2) sub-

komponen, dan (3) kriteria . 
b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebaga ima na 

disajikan pada Tabel 3. 

No 

1. Perencanaan Kinerja 35% 

2. Pengukuran Kinerja 20% 

3. Pelaporan Kinerja 15% 

4. Evaluasi Kinerja 10% 

5. Capaian Kinerja 20% 

TOTAL 100% 
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a. Rencana Strategis 12,5%, Meliputi: 
- Pemenuhan Rencana Strategis 
- Kualitas Rencana Strategis 
- lmplementasi Rencana Strategis 

b. Perenca naan Kinerja Tahunan 22,5%, 
Meliputi : 
- Pemenuhan Perencanaan Ki nerja 

Tahunan (4,5%) 
- Kualitas Erencanaan Kinerja Tahunan 

(11,25%) 
- lmplementasi Perencanaan Kinerja 

Tahunan (6, 75%) 

a. Pemenuhan Pengukuran 4% 
b. Kualitas Pengukuran 10% 
c. lmplementasi Pengukuran 6% 

a. Pemenuhan Pelaporan 2% 
b. Penyajian lnformasi Kinerja 8% 
c. Pemanfaatan lnformasi Kinerja 4% 

a. Pemenuhan Evaluasi 2% 
b. Kua litas Eva luasi 5% 
c. Pemafaatan Hasil Evaluasi 3% 

a. Kinerja Yang Dilaporka (Output) 5% 
b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) 5% 
c. Kinerja Tahun Berja lan (Benchmark) 5% 
d. Kinerja Lainnya 5% 

Penilaian terhadap butir/komponen 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instasi 
pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang 
dalam dokumen LAKIP maupun dokumen lainnya . 

Hasil dari LAKIP dan Evalusi Kinerja dapat digunakan sebaga i tindak lanjut dalam 
melakukan evaluasi terhadap hasil temuan baik temuan dari interna l maupun temuan dari 
instasi pemeriksa eksternal. Dengan tersusunnya LAKIP masing-masing unit kerja maka akan 
lebih mudah untuk melakukan penilaian dan evaluasi te rhadap kinerja yang dicapai di masing­
masing unit ke rja. 

Rekomendasi dari hasil eva luasi SAKIP baik dari auditor interna l (lnspektorat Jendera l) 
maupun evaluator eksternal (KemenPAN&RB) ditindaklanjuti dan dipantau secara periodik 
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perkembangan tindaklanjutnya oleh unit kerja sesua i tugas dan fungsi . Hasil tindak lanjut dan 
tanggapan atas rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 
berikutnya khususnya pada bab dua . 

4. cc >50-65 Cukup (memadai), perlu banyak per-
baikan ya ng mendasar 

5. c >30-50 Kurang, perlu banyak perbaikan, terma-
suk perubahan yang mendasar 

6. D >0-30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali 
perba ikan & perubaan yang sangat 
mendasar 

TA BEL-4 
Kategori penilaian terhadap hasil kinerja 
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Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dibangun dan dikembangkan dalam rangka 
perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap 
instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, 
setiap instansi pemerintah secara periodik wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan 
dan sasaran strategis organisasi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan 
Akuntabi litas Kinerja lnstansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dilakukan mela lui proses 
penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja dan pengukuran kinerja . Dalam 
kerangka akuntabilitas kinerja intansi pemerintah Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi 
Pemerintah juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong 
terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Akuntabilitas 
Kinerja lnstansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertangungjawaban kepada 
publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran serta aktif seluruh lembaga pemerintahan 
pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong 
utama dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah dan sebagai 
perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnsta nsi Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. 

Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah ini merupakan 
acuan yang dapat digunakan di lingkup Kementerian Pertanian dari tingkat Kementerian, 
Eselon-1, Eselon-11 dan Unit Pelaksana Tekn is Pusat da lam memulai perencanaan sampai pada 
peloporan dan evaluasi se rta tindaklajutnya. 
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Formulir-1 

SISTEMATIKA PENULISAN 

RENCANA STRATEG IS KE M ENTERIAN PERTANIAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BAB 

BAB II 

BAB Ill 

PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

1.2 Potensi dan Permasa lahan 

VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN 

2.1 Visi Kementerian 

2.2 Misi Kementerian 

2.3 Tujuan 

2.4 Sasaran 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEG I 

3.1 Strategi 

Sesuai dengan penugasan Rencana Pembanganan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada 
Kementerian, terkait dengan prioritas nasional/bidang (Buku I dan/atau Buku II dan/atau Buku 
Ill). 

• Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome 
dari masing-masing Program 

3.2 Kebijakan, Progrm dan Kegiatan 

• Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh unit kerjanya 
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang 
diperlukan untuk melaksanakannya) 

• Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau lintas Program 

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dan IKU dari masing-masing 
Program 

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur Kementerian, meliputi 
sumber daya manusia, ketata laksanaan, kelembagaan, dan struktur organissi sebagai bagian 
dari kebijakan Kementerian dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan. 

BAB IV PENUTUP 

LAMPl RAN 
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LAMPl RAN RENCANA STRATEGIS 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

1 2 4 

(a) (b) (c) (d) (e) 

Petunjuk Pengisian: 
1. Header (a) diisi Nomor Urut 

2. Header (b) diisi dengan Program Eselon-1 dan Kegiatan dari Eselon-11 ; 

ALOKASI ANGGARAN 
BASELINE KEGIATAN 

PRIORITAS 

Formulir-2 

3. Kolom (c) diisi dengan sasaran strategis kementeria dan Ese lon-11 sesuai dengan dokumen rencana perencanaan 

j angka menengah; 
4. Kolom (d) diisi denga n indikator ki nerja atas sasa ran strategis dari ke menteria/lembaga dan Ese lon- 11 dalam kolom 

(c); 

5. Kolom {d) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis; 
6. Kolom (e) diisi denga n alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas. 
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Formulir-3 

SISTEMATIKA PENULISAN 

RENCANA STRATEGIS ESELON-1 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BABI PENDAHULUAN 

BAB II 

BAB Ill 

1.1 Kondisi Umum 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

VISI, MISI, DAN TUJUAN 

2.1 Visi 

2.2 Misi 

2.3 Tujuan 

2.4 Sasaran 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

3.1 Strategi 

Sesuai dengan penugasan Kementerian, terkait dengan prioritas nasional/bidang. 

Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome 
dari masing-masing Program 

3.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan 

Uraian bersifat lengkap {tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh unit kerjanya 
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang 
diperlukan untuk melaksanakannya) 

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Program dan/atau lintas Program 

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja outcome dan IKU dari masing-masing 
Program 

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur, meliputi sumber daya 
manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organissi sebagai bagian dari kebijakan 
unit kerja dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan. 

BAB IV PENUTUP 

LAMP IRAN 
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Formuli r-4 

LAMPl RAN RENCANA STRATEGIS ESELON-1 

ALOKASI ANGGARAN 

TWUAN/ TARGET KINERJA BASEUNE KEGIATAN TOTAL 

No PROGRAM SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 

PRIORITAS STRATE GIS KINERJA 
(Rp Miliar) (Rp Miliar) {Rp Miliar) 

1 2 3 4 5 1 II 2 II 3 II 4 II s II I 
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 

Petunjuk Pengisian: 
1. Header (a) diisi Nomor Urut 
2. Header (b) diisi dengan Program Eselon-1 ; 
3. Kolom (c) diisi dengan sasaran strategis kementer ia dan Eselon-1 sesuai dengan dokumen rencana perencanaan 

jangka menengah; 
4. Kolom (d ) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari kementeria/lembaga dan Eselon-1 da lam kolom 

(c); 

5. Kolom (d) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis; 
6. Ko lom (e) diisi dengan alokasi anggara n baseline kegiatan prioritas . 
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Formulir-5 

SISTEMATIKA PENULISAN 

RENCANA STRATEGIS ESELON-11/UPT PUSAT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BABI PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 

BAB Ill 

BAB IV 

LAMP IRAN 

2.1 Visi 

2.2 Misi 

2.3 Tujuan 

2.4 Sasaran 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 

3.1 Strategi 

• Sesuai dengan penugasan Eselon-1, terka it dengan prior itas nasional/bidang. 

• Uraian mencakup indikatif pendanaan dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja output 
dari masing-masing Kegiatan . 

3.2 Kebijakan, Progam dan Kegiatan 

• Uraian bersifat lengkap (tidak hanya mencakup yang dilakukan langsung oleh unit kerjanya 
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta berikut pendanaan yang 
diperlukan untuk melaksanakannya) 

PENUTUP 

Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui Kegiatan dan/atau Lintas Kegiatan di unit kerja 
yang bersangkutan 

Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja output dan IKU dari masing-masing 
Kegiatan 

Uraian dilengkapi dengan penjelasan mengenai penataan aparatur, meliputi sumber daya 
man usia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi sebagai bagian dari kebijakan 
unit kerja dalam mencapai Visi , Misi dan Tujuan. 
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Formulir-6 

LAMP IRAN RENCANA STRATEGIS 

ESELON-11/UPT Pusat 

AIDIASI 

1WUAN/ TARGET 
SASARAN INDIICATOR PRIORI1'AS No 

~ 
SJRATEGIS KINERJA 

1 

(a) (b) (c) (d) 

Petunjuk Pengisian: 
1 Header (a) diisi Nomor Urut 
2. Header (b) diisi dengan Kegiatan dari Eselon-11; 
3. Kolom (c) diisi dengan sasaran strategis Eselon-1 1 sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah; 
4. Kolom (d) diisi dengan indikator kinerja atas sasa ran strategis dari Eselon-11 dalam kolom (c); 
5. Kolom (d) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kine rja sasaran strategis; 
6. Kolom (e) diisi dengan alokasi anggaran baseline kegiatan prioritas . 
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OUTLINE RENCANA KINERJA TAHUNAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BABI PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belaka ng 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Dasar Hukum 

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

2.1 Visi dan Misi 

2.2 Tujuan dan Sasaran 

2.3 Strategi 

2.4 Kebijakan 

BAB Ill PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegiatan 

3.2 Cara Melaksa nakan Kegiatan 

BAB IV PENUTUP 

LAMP IRAN 

Kementerian Pertanian Rl 

Formulir-7 
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Formulir-8 

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHU NAN 

KEMENTERIAN PERTANIAN 

Kementeria n/ Lembaga :(a) 
Tahu n : (b) 

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Petunjuk Pengisian : 
1. Header (a) diisi nama Kementerian/Lembaga; 
2. Header (b) diisi dengan t ahu n anggara n; 
3. Ko lom (1) diisi denga n sasaran strategis Kement erian/Lem baga sesuai denga n dokumen rencana perenca naan 

jangka menengah; 
4. Kolom (2 ) di isi denga n ind ikator ki nerja atas sasaran stra tegis dari kementeria/lem baga dalam kolom (1); 
S. Ko lom (3 ) diisi denga n angka target dari masing-masing indikator kinerj a sasaran strategis. 

Pedoman Sistem Akuntobilitas Kinera Kementerian Pertanian 



KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BABI PE NDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Dasar Hukum 

OUTLINE RENCANA KINERJA TAHUNAN 

ESELON -1 

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

2.1 Visi dan Misi 

2.2 Tujuan dan Sasa ran 

2.3 Strategi 

2.4 Kebijakan 

BAB Ill PERENCANAAN PROGRAM 

3.1 Program dan Penjabaran Program ke Dalam Kegia t an 

3.2 Cara M elaksanakan Kegiatan 

BAB IV PENUTUP 

LAMP IRAN 

Kementerian Pertanian Rl 

Formulir-9 
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Form ulir-10 

LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN 

ESELON-1 

Unit Eselon I Kementerian/Lembaga : (a) 
Tahun : b) 

I~ 

Sasaran Strategis lndikator Kinerja Target 

{1) Ill {2) {3) 

I 

·' 

Petunjuk Pengisian: I 
1. Header (a) diisi nama unit organis~ : ; i eselon Kementerian/Lembaga; 
2. Header {b) diisi dengan tahun angg.Han; 
3. Kolom {1) diisi dengan sasaran strotegis l{f'lit prganisasi Eselon-1 sesuai dengan dokumen rencana perencanaan 

jangka menengah; ,... 

4. Kolom (2) diisi dengan indikator ki nerja atas sasaran strategis dari unit organisasi Eselon-1 da lam kolom {1); 
5. Kolom {3) diisi dengan angka target dari masing-masing indi kator kine rj a sasara n 
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OUTLINE RENCANA KINERJA TAHUNAN 

ESELON-11/UPT PUSAT 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR lSI 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.3 Sasaran 

1.4 Dasar Hukum 

BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 

2.1 Visi dan Misi 

2.2 Tujuan dan Sasaran 

2.3 Strategi 

2.4 Kebijakan dan Program 

BAB Ill PERENCANAAN KEGIATAN 

3.1 Kegiatan dan Penjabaran Kegiatan dalam Sub kegiatan 

3.2 Cara Melaksanakan Kegiatan 

BABIV PENUTUP 

LAMP IRAN 

Kementerian Pertanian Rl 

Formulir-11 

Pedaman Sistem Akuntabilitas Kiner'a Kementerian Pertanian 



---------------------~-

Kementerian Pertanian Rl 

Formu lir-12 

LAMPl RAN RENCANA KINERJA TAHU NAN 

ESELON-11/UPT PUSAT 

Unit Eselon 11/Unit Mandi ri K/L : (a) 
Tahun : (b) 

Sasaran St rateg is lndikator Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Petunjuk Pengisian: 
1. Header (a ) di isi nama unit organ isas i Eselon-11/Unit Mandiri; 
2. Header (b) diisi dengan ta hun anggaran; 
3. Ko lom (1) di isi dengan sasaran strategis unit unit organisasi Eselon-1 1/ Un it Mandiri sesuai dengan dokumen renca na 

perencanaan jangka menengah; 
4. Ko lom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran st rategis dari un it organisasi Ese lon-11/Unit Mandiri dalam (1}; 
5. Ko lom (3) diisi dengan angka ta rget dari masing-masing indi kato r kin erj a Sasa ran strategis. 
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Formulir-13 

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT KEM ENTERIAN NEGARA 

- Logo Lembaga -

PENETAPAN KINERJA TAHUN ..... .. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabe l serta berorientasi pada 
hasi l, yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Jabatan 

Pada tahun ..... in i berjanj i akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai Formatperjanjian ini dalam rangka mencapai 
target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan 
pencapaian target kinerja terse but menjadi tanggung jawab kam i. 

Menteri/Pimpinan Lembaga/ 
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Formulir-14 

PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT KEMENTERIAN 

Kemente rian/Lembaga (a) 
Tahun Anggaran (b) 

Sasaran Strategis lndiaktor Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Jumlah Anggaran : 
Program .... .... .............. ......... : Rp ......... ...... ... (c) 

Jakarta .. ..... .. ........ .. ... .. ... ... 20 .. . 
Menteri / Pimpinan Lembaga, 

( ........... ...... .... ... ....... ...... .. .. ) 

Petunjuk Pengisian : 
1) Header (a) diisi dengan Nama Kementerian/Lembaga 
2) Header (b ) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan 
3) Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis K/L/ sesuai dengan dokumen perencanaa n kine rja jangka menengah . 

Sasaran strategis K/L adalah impact atau outcome penting. 
4) Ko lom (2) dii si dengan indi kator kinerja sasaran strategis dari K/L sesuai dengan dokumen perenca naan kinerja 

jangka menengah ataupun berdasa rkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini adalah indikator kinerja impact atau 
outcome penti ng. 

5) Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan aka n dicapai dari setiap indikator kinerja; (J ika indikatornya 
berupa jumlah/ kuantitas perlu disertakan satuannya) . 

6) Footer (c) diisi dengan Total jumlah/nila i pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran 
strategis. 
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Formulir-15 

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON -1 

- Logo Lembaga -

PENETAPAN KINERJA TAHUN ...... . 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada 
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama 
Jabatan 

Selanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 
Jabatan 

Selaku atasan langsung pihak pertama 
Selanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun .... . ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai format perjanji an ini 
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menenga h seperti yang telah ditetapkan da lam dokumen perencanaan. 
Keberhasi lan dan kegagalan pencapaian target kinerja terse but menjadi tanggung jawab pihak pertama . 
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap 
capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan 

sanksi. 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 
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Formulir-16 

PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON-1 

Unit Organisasi Eselon I (a ) 
Tahun Anggaran (b) 

Sasaran Strategis lndiaktor Kinerja Target 

(1) (2) (3) 

Jumlah Anggaran : 
Program ............ ... ..... .. .. ...... . : Rp ...... .. ....... .. . (c) 

Jakarta ..... ...... .... ...... .. ....... 20 ..... . 
Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal. ... ..... ... .. .......... . 

( ........ ...... ...... .. ........ ... ........ ) ( ......... .. .. .. ...... .. .... ................... ...... ) 

Petunjuk Pengisian: 
1) Header (a) diisi dengan Nama Unit Organisasi Eselon I 
2) Header (b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanj ikan 
3) Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis eselon 1/ sasaran program sesuai dengan dokumen perencanaan kinerja 

jangka menengah. Sasaran strategis eselon 1/ sasaran program adalah outcome penting. 
Contoh: Ditjen Pemasaran, Kementerian Budaya dan Pariwisata . 
"Meningkatnya efektivitas pelaksanaan promosi luar negeri" 

4) Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis dari organisasi eselon 1 sesua i dengan dokumen 
perencanaan kinerja jangka menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini adala h indikator 
kinerja outcome penting. 
Contoh: 

"Jumlah kunjungan wisatawan manca negara" 
- "Jumlah event promosi wilayah Amerika dan Pasifik" 

5) Kolom (3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja; (Jika indikatornya 
berupa jumlah/ kuantitas perlu disertakan satuannya) 

6) Footer (c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran 
strategis 
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Formuli r-17 

PERNYATAAN PENETAPAN KI NERJA 
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON-11/ UNIT PELAKSANA TEKN IS MANDIRI 

- Logo Lembaga-

PEN ETAPAN KINERJA TAHUN .... .. . 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berori entasi pada 
hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 
Jabatan 

Se lanjutnya disebut pihak pertama 

Nama 
Jabatan 

Se laku atasan langsung pihak pertama 
Se lanjutnya disebut pihak kedua 

Pihak pertama pada tahun ..... ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai format perjanjian 1n1 

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. 
Keberhasilan dan kegaga lan pencapaian target kinerja terse but menjad i tanggung jawab pihak pertama. 

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperluka n serta akan melakukan evaluas i akuntabi litas kinerja terhadap 
ca paian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan 
sanksi . 

Pihak Kedua, Pihak Pertama, 

c:::=======================--:...;.Pedomon Sistem Akuntabilitas Kinera Kementerian Perta-=ni=an=-- 55 



Kementerian Pertanian Rl 

Formulir-18 

PENETAPAN KINERJA 

TINGKAT SATUAN KERJA ESELON-11 /UNIT PELAKSANA TEKNIS MANDIRI 

Unit Organisasi Eselon 11/Unit Pelaksana Teknis : {a) 
Tahun Anggaran : {b) 

Sa saran Strategis lndikator Kinerja Target 

{1) {2) {3) 

Jumlah Anggaran 
Kegiatan .......... .......... ..... .. . : Rp ......... {c) 

......... .. .. .. , .... .... ...... 20 .. 

Direktur Jenderal .. ...... .............. . Direktur .. .. ........ .. 

{ ..... ............ ..... ... ...... .. ) { ...... ....... ...... ... .. ...... ..... ) 

Petunjuk Pengisian: 
1) Header {a) diisi dengan Nama Satuan Kerja 
2) Header {b) diisi dengan Tahun Anggaran yang akan diperjanjikan 
3) Kolom {1) diisi dengan sasaran strategis satuan kerja /sasaran kegiatan utama sesuai dengan dokumen perencanaan 

kinerja jangka menengah. Sasaran strategis satuan kerja sekurang-kurangnya adalah Output dan sub output penting . 
Contoh: 
"Meningkatnya efektivitas event promosi wilayah Amerika dan Pasifik" 

4) Kolom {2) diisi dengan lndikator kinerja sasaran strategis dari organ isasi sa tuan kerja sesuai dengan dokumen 
perencanaan jangka menengah ataupun berdasarkan penetapan IKU. IKU pada tingkat ini sekurang-kurangnya 
adalah indikator kinerja output; 
Contoh: 
i. Jumlah provider wisata peserta promosi 
ii. Jumlah pengunjung promosi 

5) Kolom {3) diisi dengan angka target yang diperjanjikan akan dicapai dari setiap indikator kinerja; {Jika indikatornya 
berupa jumlah/ kuantitas perlu disertakan satuannya) . 

6) Footer {c) diisi dengan Total jumlah/nilai pagu anggaran yang direncanakan akan digunakan untuk mencapai sasaran 
strategis. 
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Formuli r-19 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

KEMENTERIAN, ESELON-1 DAN ESELON-11 

IKHITISAR EKSEKUTI F 
Dalam bab ini diura ikan mengena i gambaran umum orga nisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya 

BAB I PENDAHULUAN 
Pad a bagian ini dijelaskan hal-hal umum tentang instansi serta uraia n singkat mend at apa yang dibebankan kepada 
instansi (gam baran umu m tugas pokok dan fungsi ). 

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 
Dalam bab ini diikhti sarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan 
kinerja) . 

BAB Il l AKUNTANBILITAS KINERJA 
Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pe lapor, dengan engungka pan dan penyajian dari 
hasil pengukuran kinerja . 

BAB IV PEN UTU P 
Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang 
berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan 
di tahun mendatang. 

LAMPl RAN 
Setiap bentuk penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, gambar, dan aspek pendukung seperti SDM, 
sarana prasarana, metode, dan aspek la in dan data yang relevan, hendaknya tidak diuraikan dalam badan teks 
laporan, tetapi dimuat dalam lampiran. Keputusan-keputusan atau peraturan-peraturan dan perundang­
undangan tertentu yang merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapa ian visi, misi, tuj uan, dan 
sasaran perlu dilampirkan. Jika jumlah lampiran cukup banyak, hendaknya dibuat daftar lampiran, daftar gam bar, 
dan daftar tabel secukupnya . 
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